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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada generasi Z di 

era modern. Generasi Z, sebagai kelompok usia produktif yang lahir di tengah perkembangan teknologi digital, memiliki 

potensi besar dalam memperkuat basis pajak nasional, namun tingkat pemahaman dan kesadaran pajaknya masih perlu 

ditingkatkan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner tertutup, di 

mana responden diminta memilih jawaban yang telah disediakan terkait berbagai aspek kepatuhan pajak. Sebanyak 50 

responden berusia 18–28 tahun dilibatkan dalam penelitian ini. Instrumen penelitian terdiri dari 30 butir pertanyaan yang 

mencakup beberapa aspek, yaitu: kesadaran dan pemahaman perpajakan pada generasi Z, edukasi perpajakan, pemahaman 

terhadap sistem perpajakan digital, pengetahuan mengenai sanksi perpajakan, serta peran generasi Z terhadap kewajiban 

membayar pajak. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat persepsi dan sikap generasi Z terhadap 

kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan jawaban “setuju” terhadap 

pernyataan-pernyataan dalam kuesioner, yang menandakan adanya tingkat kesadaran pajak yang cukup baik di kalangan 

generasi Z. Namun, masih ditemukan cukup banyak responden yang menjawab “ragu-ragu”, terutama pada aspek 

pemahaman mendalam mengenai prosedur dan sanksi perpajakan. Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan 

edukasi dan sosialisasi pajak yang lebih intensif dan inovatif, khususnya dengan pendekatan digital yang sesuai dengan 

karakteristik generasi Z. 

Kata kunci: Kepatuhan Pajak, Generasi Z, Kesadaran Pajak, Edukasi Pajak, Era Digital. 

1. Latar Belakang 

Pajak memainkan peranan yang sangat penting dalam menopang kehidupan bernegara karena merupakan salah 

satu sumber penerimaan utama bagi pemerintah yang berfungsi untuk mendukung pembangunan ekonomi, 

menyediakan fasilitas publik, serta menjaga stabilitas sosial masyarakat. Tanpa adanya pajak, negara akan 

kesulitan menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, 

kesehatan, infrastruktur, maupun kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pajak tidak hanya dipandang sebagai 

kewajiban hukum semata, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi aktif warga negara dalam mendukung 

pembangunan nasional dan memperkuat kemandirian ekonomi negara (Wulan & Furqon, 2024). Dalam sistem 

perpajakan, kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor kunci yang sangat memengaruhi tingkat 

penerimaan negara. Kepatuhan ini mencerminkan kesadaran, tanggung jawab, serta kejujuran wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajibannya. Namun, realitas yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan 

pajak masih tergolong rendah, terutama di kalangan generasi muda atau Generasi Z (Harries et al., 2024). Hal ini 

menjadi perhatian serius mengingat generasi ini akan menjadi tulang punggung ekonomi bangsa di masa 

mendatang. 

Generasi Z merupakan kelompok masyarakat yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an, dan 

dikenal sebagai digital natives karena tumbuh dalam lingkungan yang sarat dengan perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi (Qudsy & Bameshwara, 2024). Mereka sangat akrab dengan internet, media sosial, 

serta platform digital lainnya yang membentuk cara berpikir, berinteraksi, dan mengambil keputusan. 

Karakteristik ini menjadikan generasi Z sebagai kelompok yang adaptif terhadap perubahan, namun di sisi lain 

juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam konteks kepatuhan pajak. Salah satu tantangan terbesar adalah 

menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab pajak di tengah gaya hidup generasi Z yang serba cepat, praktis, 

dan cenderung konsumtif. Banyak di antara mereka yang sudah menyadari pentingnya pajak sebagai penopang 
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pembangunan nasional, tetapi dalam praktiknya belum memiliki kebiasaan atau komitmen untuk menyisihkan 

sebagian pendapatan mereka untuk membayar pajak. Menurut Achmad Wicaksono et al. (2024), hal ini 

disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan dan pola konsumsi yang lebih berorientasi pada kebutuhan gaya 

hidup ketimbang perencanaan keuangan jangka panjang. 

Generasi Z cenderung memiliki pandangan pragmatis terhadap keuangan; mereka lebih memprioritaskan 

pengeluaran untuk kebutuhan gaya hidup seperti hiburan, teknologi, dan traveling dibandingkan menabung atau 

membayar pajak. Kondisi ini menyebabkan kesadaran pajak mereka rendah meskipun pemahaman konseptual 

tentang pajak cukup baik. Hal ini memperkuat pandangan bahwa edukasi pajak harus lebih dari sekadar 

pemberian informasi, melainkan harus berorientasi pada perubahan perilaku dan pola pikir. Edukasi pajak 

terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di berbagai lapisan masyarakat. Dalam 

konteks generasi Z, pendekatan edukasi harus menyesuaikan dengan karakter mereka yang aktif secara digital 

dan memiliki preferensi terhadap media yang interaktif. Ayu Aprilia et al. (2023) menyatakan bahwa 

pemanfaatan media sosial dapat menjadi sarana yang efektif dalam penyebaran informasi dan edukasi pajak. 

Melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, pemerintah dapat menyampaikan pesan-pesan 

edukatif dengan gaya komunikasi yang lebih ringan, visual, dan menarik. 

Selain itu, strategi edukasi yang berbasis digital juga dapat dilakukan melalui kampanye interaktif, webinar, 

game edukatif, dan konten kreatif yang melibatkan influencer muda untuk menarik perhatian generasi Z. Cara ini 

tidak hanya memperluas jangkauan sosialisasi pajak, tetapi juga menciptakan keterlibatan emosional dan rasa 

memiliki terhadap kewajiban perpajakan. Zega et al. (2024) menekankan bahwa kampanye pajak yang berbasis 

teknologi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi generasi muda karena selaras dengan 

gaya hidup digital mereka. Selain pendekatan edukatif, inovasi sistem dan insentif digital juga dapat menjadi 

pendorong kepatuhan pajak. Qudsy dan Bameshwara (2024) mengusulkan konsep reward system digital, di 

mana wajib pajak dapat memperoleh poin atau penghargaan virtual setiap kali mereka melaksanakan kewajiban 

perpajakan dengan tepat waktu. Poin tersebut dapat ditukarkan dengan potongan harga layanan publik, voucher 

digital, atau bentuk penghargaan lain yang bernilai. Sistem seperti ini dianggap relevan dengan karakter generasi 

Z yang menyukai penghargaan instan dan pengalaman berbasis digital. 

Namun, di sisi lain, literasi keuangan yang masih rendah tetap menjadi hambatan utama dalam membangun 

kesadaran pajak di kalangan generasi Z. Menurut Achmad Wicaksono et al. (2024), rendahnya kemampuan 

manajemen keuangan membuat generasi ini kesulitan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran secara 

proporsional. Akibatnya, meskipun mereka memiliki keinginan untuk patuh pajak, keterbatasan dalam 

mengelola keuangan pribadi membuat mereka sulit menyiapkan dana khusus untuk kewajiban perpajakan. Oleh 

karena itu, peningkatan literasi keuangan dan pemahaman dasar tentang sistem perpajakan perlu dilakukan sejak 

dini, misalnya melalui kurikulum pendidikan atau program kampus yang terintegrasi dengan materi edukasi 

pajak. Selain edukasi formal, pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga dapat berkolaborasi dengan 

lembaga pendidikan, komunitas digital, dan sektor swasta untuk menyelenggarakan pelatihan singkat, seminar 

online, maupun kegiatan berbasis proyek yang berorientasi pada kesadaran pajak generasi muda. Langkah ini 

tidak hanya menumbuhkan pengetahuan, tetapi juga membangun pengalaman langsung dalam pengelolaan pajak 

secara praktis. 

Lebih lanjut, membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan juga menjadi kunci utama. Generasi Z 

adalah kelompok yang kritis terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Mereka cenderung skeptis jika 

merasa pajak yang dibayar tidak dikelola secara efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk 

menunjukkan hasil nyata dari penggunaan pajak, misalnya melalui laporan publik yang mudah diakses, 

infografik transparansi anggaran, atau kampanye “pajak kembali untuk rakyat”. Dari uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa analisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada generasi Z merupakan isu strategis yang 

perlu diperhatikan dalam memperkuat sistem perpajakan Indonesia di masa depan. Generasi Z memiliki potensi 

besar sebagai basis wajib pajak baru, namun memerlukan pendekatan edukasi, sistem digital, dan insentif yang 

sesuai dengan karakteristik mereka. Dengan strategi yang tepat melalui edukasi berbasis teknologi, transparansi, 

serta sistem penghargaan digital pemerintah dapat menumbuhkan kesadaran dan komitmen pajak yang 

berkelanjutan di kalangan generasi muda. 

Kepatuhan pajak bukan hanya persoalan administratif, melainkan wujud nyata dari partisipasi warga negara 

dalam membangun bangsa. Ketika generasi Z memahami bahwa pajak adalah bentuk gotong royong finansial 

untuk kemajuan bersama, maka mereka tidak hanya menjadi wajib pajak yang patuh, tetapi juga menjadi agen 

perubahan dalam sistem perpajakan yang modern, inklusif, dan berintegritas. 
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2. Metode Penelitian 

Metode untuk penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui 

kusioner tertutup dengan cara koresponden menentukan jawaban yang sudah tersedia dalam kuisioner tentang 

kepatuhan perpajakan pada Generasi Z. Objek dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi kalangan 

Generasi Z yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, 

Dari data kuisioner tersebut, data dicari dengan cara menghitung persentase dari setiap variabel, kemudian setiap 

variabel dibandingkan dengan variabel lainnya yang disajikan dalam bentuk diagram. Di dalam kuisioner 

tersebut melibatkan 50 responden (usia 18-28 tahun) dengan menjawab 30 pertanyaan seputar kepatuhan dalam 

perpajakan, di antaranya mengenai kesadaran dan pemahaman perpajakan baik manual maupun digital, sanksi-

sanksi perpajakan, edukasi perpajakan, serta peran para Generasi Z dalam perpajakan. Karena memakai 

kuisioner tertutup, jawaban untuk kuisioner sudah disediakan dalam lima kategori jawaban untuk setiap 

pertanyaan, yaitu: 

• Sangat Setuju 

• Setuju 

• Ragu-Ragu 

• Tidak Setuju 

• Sangat Tidak Setuju 

3. Hasil dan Diskusi 

Hasil dari penelitian “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Generasi Z” melalui pengisian 

kuesioner disajikan dalam bentuk diagram persentase dan diuraikan lebih lanjut dalam bagian pembahasan agar 

penyajian data dapat mudah dipahami. Berikut disajikan diagram hasil rata-rata usia responden Generasi Z 

berdasarkan data dari penelitian yang telah dilakukan. 

 
Gambar 1. Rata-Rata Usia Responden 

Sumber: Tabulasi Kuesioner Analisis Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Generasi Z 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia responden dari penelitian ini 32% didominasi oleh Generasi Z yang 

berusia 19 tahun, yang dimana 32% dari 50 responden berjumlah 16 orang. Sedangkan jumlah usia responden 

terendah berada di umur 24, 25, dan 28 tahun dengan persentase 0% dari 50 responden. 
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Gambar 2. Rata-Rata Tahun Kelahiran Responden 

Sumber: Tabulasi Kuesioner Analisis Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Generasi Z 

Dari diagram di atas menunjukkan bahwa tahun kelahiran responden dari penelitian ini 36% didonimasi oleh 

Generasi Z pada tahun 2005, yang dimana 36% dari 50 responden sebanyak 18 orang. Lalu, untuk tahun 1997, 

2000, dan 2003 adalah jumlah tahun kelahiran terendah dengan persentase 0% dari 50 responden. 

 
Gambar 3. Status PPh 21 Responden 

Sumber: Tabulasi Kuesioner Analisis Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Generasi Z 

 

Pada status PPh 21 dipotong pemberi kerja, hasil panelitian menunjukkan bahwa responden dari penelitian ini 

68% dengan status belum dipotong pemberi kerja, yang dimana 68% dari 50 responden sebanyak 34 orang. 
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Gambar 4. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Responden 

Sumber: Tabulasi Kuesioner Analisis Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Generasi Z 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan NPWP responden dari penelitian ini 58% dengan status belum 

mempunyai NPWP, yang dimana 58% dari 50 responden sebanyak 29 orang. 

 

 
Gambar 5. Kesadaran dan Pemahaman Perpajakan Pada Generasi Z 

Sumber: Tabulasi Kuesioner Analisis Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Generasi Z 

 

Hasil penelitian dari indikator pertama, yaitu  menunjukkan bahwa rata-rata kesadaran dan pemahaman pajak 

responden dari penelitian ini 56% dengan status “Setuju” (kategori jawaban tertinggi), yang dimana 56% dari 50 

responden sebanyak 28 orang. Dan kategori jawaban terendah adalah kategori jawaban “Sangat Tidak Setuju”. 
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Gambar 6. Edukasi Perpajakan Pada Generasi Z 

Sumber: Tabulasi Kuesioner Analisis Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Generasi Z 

Diagram dari indikator edukasi perpajakan menunjukkan bahwa rata-rata edukasi pajak responden dari penelitian 

ini 58% “Setuju”, yang dimana 58% dari 50 responden sebanyak 29 orang. “Sangat Tidak Setuju” juga menjadi 

kategori jawaban terendah dalam indikator ini. 

 
Gambar 7. Pemahaman Perpajakan Di Era Digital Pada Generasi Z 

Sumber: Tabulasi Kuesioner Analisis Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Generasi Z 

Dari hasil penelitian indikator ketiga, yaitu Pemahaman Perpajakan Di Era Digital,  menunjukkan kategori 

jawaban “Setuju” masih menjadi kategori jawaban tertinggi dengan rata-rata persentase 60%, yang dimana 60% 

dari 50 responden adalah sebanyak 30 orang. Sedangkan kategori jawaban “Sangat Tidak Setuju” masih menjadi 

kategori jawaban terendah pada penelitian ini. 
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Gambar 8. Pemahaman Sanksi Perpajakan Pada Generasi Z 

Sumber: Tabulasi Kuesioner Analisis Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Generasi Z 

Hasil penelitian pada indikator keempat, menunjukkan bahwa rata-rata tertinggi pemahaman sanksi perpajakan 

responden dari penelitian ini 63% dengan kategori jawaban “Setuju”. Jadi, dari banyaknya 50 responden, 32 

orang setuju dengan indikator sanksi perpajakan. 

 
Gambar 9. Peranan Generasi Z Terhadap Kewajiban Perpajakannya 

Sumber: Tabulasi Kuesioner Analisis Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Generasi Z 

Pada indikator terakhir, memperoleh hasil penelitian rata-rata tertinggi pada kategori jawaban “Setuju” dengan 

persentase 53%, yang dimana 53% dari 50 responden adalah sebanyak 27 orang untuk indikator peranan 

Generasi Z terhadap perpajakan. 

Pembahasan 

Rata-Rata Usia dan Tahun Kelahiran 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa usia koresponden terbanyak pada penelitian ini adalah usia 19 tahun 

yang memiliki frekuensi sebanyak 32% dari 50 responden. Hal ini menggambarkan bahwa penelitian ini 
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mayoritas sampai kepada mereka (koresponden) Generasi Z yang sudah bekerja dan menjadi wajib pajak di 

bawah usia 20 tahun. Maka, tahun kelahiran para usia koresponden berada disekitar tahun 2005 dan 2006. 

Pernyataan ini dikuatkan dengan adanya grafik “Rata-Rata Tahun Kelahiran” yang dimana pada tahun 2005 dan 

2006 memiliki frekuensi terbanyak sebesar 36% dan 22%.  Untuk koresponden Generasi Z yang sudah menjadi 

wajib pajak dan bekerja di umur >20 tahun, mendapatkan frekuensi sekitar dua persen hingga dua puluh delapan 

persen saja. Frekuensi terendah pada usia 27 tahun (2%), selanjutnya disusul koresponden dengan usia 22 tahun, 

26 tahun (4%), 21 tahun (10%), 23 tahun (16%), dan 20 tahun (28%). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak yang menjadi responden adalah dari kelompok 

usia muda atau awal dari masa produktif. Usia tersebut umumnya merupakan usia yang baru saja lulus dari 

Sekolah Menengah Atas dan tahap awal bagi seseorang untuk meniti karir. Tingkat pemahaman mengenai 

perpajakan masih terbilang rendah untuk fase ini. Tetapi, rata-rata usia koresponden ini tidak bisa dijadikan 

bahan acuan atau data primer untuk sebuah penelitian berikutnya karena dengan berjalannya tahun, target usia 

koresponden akan bertambah fleksibel.  

Status PPh 21 Dipotong Pemberi Kerja 

Berdasarkan data yang tertera pada tabel 4.3 mengenai status pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja, diketahui 

bahwa sebanyak 32% dari total gaji responden telah dipotong PPh 21 oleh perusahaan tempat mereka bekerja, 

sementara sisanya sebesar 68% menyatakan bahwa gaji mereka belum dikenakan pemotongan PPh 21 oleh 

pemberi kerja. Kondisi ini memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan di 

kalangan Generasi Z. Sebagai generasi yang sebagian besar baru memasuki dunia kerja, banyak di antara mereka 

yang belum sepenuhnya memahami mekanisme pelaporan dan pembayaran kewajiban perpajakan mereka secara 

mandiri. 

Pemotongan PPh 21 secara langsung oleh pemberi kerja pada gaji karyawan menjadi salah satu langkah penting 

yang dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan Generasi Z. Dengan adanya 

pemotongan otomatis ini, perusahaan tidak hanya menjalankan peran sebagai pemungut pajak, tetapi juga 

berkontribusi pada pembangunan negara melalui penerimaan pajak yang berasal dari penghasilan para 

karyawannya. Selain itu, sistem pemotongan PPh 21 yang sudah diterapkan oleh pemberi kerja menjadi media 

pendidikan ekonomis bagi Generasi Z untuk memahami pentingnya kewajiban membayar pajak sejak dini. Hal 

ini secara tidak langsung dapat memupuk sikap patuh pajak dalam diri mereka, sehingga di masa depan Generasi 

Z dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka dan 

mendukung kelangsungan pembangunan nasional. 

Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam diagram mengenai kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

yang terlihat pada tabel 4.4, terlihat bahwa hanya sekitar 42% dari responden yang memiliki NPWP, sedangkan 

sebanyak 58% dari responden belum memiliki NPWP. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun responden telah 

bekerja dan memiliki penghasilan, tingkat kepemilikan NPWP di antara mereka masih rendah. Hal ini 

mencerminkan bahwa kesadaran dan kepatuhan generasi Z dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak belum 

cukup baik. Kondisi ini menjadi hal yang penting karena NPWP adalah identitas resmi bagi wajib pajak yang 

menjadi dasar dalam menjalankan kewajiban perpajakan. 

Rendahnya tingkat kepemilikan NPWP di kalangan responden menunjukkan bahwa pemerintah dan lembaga 

terkait perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran NPWP sebagai langkah 

awal dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara tepat. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa 

masih banyak generasi Z yang belum memahami manfaat serta kewajiban sebagai wajib pajak. Dengan 

demikian, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai perpajakan harus terus dilakukan 

agar mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara baik dan mendukung pembangunan negara. 

Kesadaran dan Pemahaman Perpajakan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman tentang pajak di kalangan Generasi Z 

masih bervariasi. Dari diagram pada tabel 4.5, mayoritas responden menyikapi indikator pertanyaan pertama, 

yaitu pajak sebagai kewajiban warga negara, dengan 52% sangat setuju dan 46% setuju, sehingga totalnya 
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mencapai sekitar 98% yang mendukung. Namun, masih ada beberapa yang menunjukkan keraguan, terutama 

dalam hal melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu dan mematuhi aturan, di mana persentase 

responden yang ragu cukup tinggi. 

Pada indikator pertanyaan membayar pajak adalah hal yang benar, sebagian besar responden 40% sangat setuju 

dan 58% setuju, hanya 2% yang meragukan. Sedangkan dalam indikator pertanyaan terkait pemahaman cara 

melaporkan dan membayar pajak dengan benar, 18% sangat setuju, 56% setuju, namun masih ada 26% yang 

memilih “Ragu-Ragu”. Ini menunjukkan pentingnya peningkatan edukasi tentang langkah-langkah pengelolaan 

pajak. 

Dalam hal melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu, 68% responden setuju dan 16% sangat setuju, 

namun 12% masih memilih “Ragu-Ragu" dan 4% tidak setuju. Kemudian, pada indikator pertanyaan terkait 

kesadaran generasi Z terhadap kepatuhan terhadap aturan pajak masih belum sepenuhnya jelas, dengan 54% 

setuju, 12% sangat setuju, namun masih ada 30% yang ragu dan 4% yang tidak setuju. Dari data di atas 

menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu Generasi Z sudah cukup patuh membayar pajak dengan tepat 

waktu walau pada indikator kesadaran terhadap aturan pajak belum jelas. 

Berdasarkan data indikator pertanyaan, mayoritas responden Generasi Z menunjukkan kesadaran yang cukup 

baik dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu dengan 84% yang setuju atau sangat setuju, 

masih terdapat sebagian yang signifikan yaitu 16% yang ragu-ragu atau tidak setuju. Hal ini menandakan 

bahwa kepatuhan generasi ini terhadap aturan perpajakan belum sepenuhnya mantap, karena masih ada 34% 

responden yang menyatakan keraguan atau ketidaksetujuan terkait kepatuhan mereka terhadap peraturan 

pajak.  

Untuk indikator pertanyaan terkait sikap terhadap pentingnya tidak menunda pembayaran pajak cukup kuat, 

dengan 30% sangat setuju dan 56% setuju, disertai 12% yang ragu. Sikap generasi Z terhadap pentingnya tidak 

menunda pembayaran pajak sangat kuat, dengan 86% responden yang setuju atau sangat setuju, menunjukkan 

bahwa sebagian besar menyadari konsekuensi dari keterlambatan pembayaran pajak. Namun, masih ada 12% 

yang ragu, menandakan perlunya peningkatan pemahaman tentang dampak negatif penundaan pajak. 

Pemahaman generasi Z tentang pentingnya pajak untuk pembangunan negara juga tergolong tinggi, dengan 98% 

responden yang setuju atau sangat setuju (64% setuju, 22% sangat setuju, 12% ragu-ragu). Ini menunjukkan 

kesadaran luas akan fungsi pajak sebagai pendukung pembangunan, meskipun ada sedikit keraguan dari 2% 

responden yang perlu diatasi melalui edukasi lebih lanjut. Sedangkan mengenai penggunaan pajak untuk 

pembangunan negara, responden memilih 32% “Sangat Setuju”, 46% “Setuju” walau 18% masih ragu-ragu. 

Pemerintah bisa meningkatkan transparansi dan komunikasi terkait penggunaan pajak agar lebih banyak orang 

merasakan manfaatnya. 

Kesadaran bahwa pajak harus dibayar saat sudah memiliki penghasilan tetap didukung oleh 84% yang setuju 

atau sangat setuju. Namun, 16% responden yang ragu atau tidak setuju menandakan ada sebagian generasi Z 

yang belum sepenuhnya memahami kewajiban ini, sehingga penting untuk memberikan edukasi lebih mendalam 

terkait waktu dan kewajiban pembayaran pajak. Sementara itu, persepsi bahwa menghindari pajak adalah 

tindakan tidak etis mendapat dukungan dari 8% sangat setuju dan 62% setuju, namun masih ada 28% yang ragu, 

serta 2% yang tidak setuju. Data tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan pembinaan nilai etika 

perpajakan yang lebih baik agar generasi Z mengerti pentingnya tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. 

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa meskipun kesadaran terhadap pajak di kalangan Generasi Z sudah 

mulai terbentuk, masih ada ruang untuk peningkatan pemahaman khususnya di bidang teknis pelaporan, 

kesadaran waktu, dan etika perpajakan. Ini menunjukkan perlunya pendidikan pajak yang lebih interaktif, 

relevan, dan disajikan dengan format yang menarik agar tingkat kepatuhan pajak lebih optimal di masa depan. 

Edukasi Perpajakan 

Secara umum, dari tabel diagram edukasi perpajakan menunjukkan bahwa mayoritas responden Gen Z 

cenderung memilih kategori jawaban "Setuju" dan "Sangat Setuju". Sementara itu untuk kategori jawaban 

"Sangat Tidak Setuju" dan "Tidak Setuju" menunjukkan persentase 0% hampir di setiap indikator soal. Lalu 
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untuk kategori jawaban "Ragu-Ragu" menujukkan persentase yang kecil. Dalam persepsi tentang peran dan 

kebutuhan edukasi, terdapat dua indikator soal yang menujukkan tingkat dukungan sangat tinggi terhadap 

efektivitas edukasi. Indikator soal pertama sebanyak 92% responden (56% Setuju dan 36% Sangat Setuju) 

meyakini bahwa edukasi pajak dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Indikator soal 

kedua sebanyak 86% responden Gen Z telah mengaku bahwa sudah mendapatkan edukasi pajak dari sekolah, 

kampus, atau media sosial (52% Setuju dan 34% Sangat Setuju). Kedua indikator ini dapat menjadi dasar yang 

kuat bagi upaya edukasi baik formal maupun informal. 

Pada tuntutan terhadap pemerintah dan pemanfaatan media sosial terdapat dua indikator soal dengan dukungan 

mutlak 100%. Pada indikator soal ketiga sebanyak 100% responden (62% Setuju dan 38% Sangat Setuju) 

menunjukkan harapan mereka agar pemerintah lebih aktif dalam menyelenggarakan program edukasi. Untuk 

indikator soal keempat sebanyak 100% responden (60% Setuju dan 40% Sangat Setuju) mengarahkan Gen Z 

untuk memanfaatkan platform digital sebagai sarana edukasi pajak yang mengingat pada generasi ini teknologi 

telah berkembang dengan pesat.  

Untuk indikator soal terakhir mengenai kecukupan literasi keuangan Gen Z menunjukkan jumlah keraguan yang 

signifikan. Meskipun didominasi dengan jawaban "Setuju" sebanyak 60%, namun pada indikator ini mencatat 

persentase "Ragu-Ragu" tertinggi sebanyak 18% dan mencatat persentase "Sangat Setuju" terendah hanyak 22%. 

Hal ini menegaskan bahwa meskipun Gen Z telah menerima banyak informasi tentang pajak, tetapi untuk tingkat 

pemahaman dan penerapan literasi keuangan mereka belum merata dengan sempurna. Pada indikator ini harus 

ditindaklanjuti dengan meningkatkan literasi keuangan secara umum di masa depan. 

Pemahaman Perpajakan Di Era Digital 

Dari tabel diagram pemahaman pajak di era gital menunjukkan bahwa mayoritas responden Gen Z memilih 

kategori jawaban "Setuju" dan "Sangat Setuju". Sementara itu untuk kategori jawaban "Ragu-Ragu" mengalami 

peningkatan dibandingkan pada tabel diagram edukasi perpajakan. Lalu untuk kategori jawaban "Tidak Setuju" 

dan "Sangat Tidak Setuju" menunjukkan persentase yang kecil. 

Dalam penerimaan terhadap kemudahan dan efisiensi, terdapat tiga indikator soal yang menunjukkan 

keberhasilan program digitalisasi perpajakan di mata Gen Z. Pada indikator soal kedua sebanyak 92% responden 

(64% Setuju dan 28% Sangat Setuju) menunjukkan dukungan yang sangat tinggi bahwa sistem digital dapat 

mempermudab melaporkan dan membayar pajak. Selain itu pada indikator soal kelima, tersapat 90% responden 

(62% Setuju dan 28% Sangat Setuju) sekapat bahwa sistem digital secara intrinsik lebih efisien daripada proses 

manual. Terkait dengan pengetahuan spesifik, terdapat sedikit ruang perkaikan pada indikator soal pertama. 

Meskipun mayoritas Gen Z sebanyak 84% responden (56% Setuju dan 28% Sangat Setuju) menyatakan bahwa 

mengetahui sistem pajak digital seperti e-billing dan e-form, terdapat 14% responden yang "Ragu-Ragu" bahwa 

sosialisasi dan edukasi yang praktis mengenai cara penggunaan fitur tersebut perlu ditingkatkan agar semua Gen 

Z dapat memamfaatkan sistem digitak secara maksimal. 

Aspek krusial yang diambil dari penelitian ini yaitu antara digitalisasi, transoaransi, dan kepercayaan. Pada 

indikator soal ketiga sebanyak 90% responden (62% Setuju dan 28% Sangat Setuju) menyakini bahwa 

digitalisasi dapat meningkatkan transparansi sistem perpajakan. Disamping itu, Gen Z menjadikan transparansi 

sebagai fondasi utama kepercayaan dalam indikator soal keempat sebanyak 98% responden (56% Setuju dan 

42% Sangat Setuju) bahwa Gen Z akan percaya sistem perpajakan jika pemerintah lebih transparan. Dari 

indikator ini mencatat 42% "Sangat Setuju" tertinggi dibandingkan indikator soal lainnya, yang menekankan 

bagi Gen Z teknologi tidak hanya berarti kemudahan, tetapi juga sebagai akuntabilitas. Oleh karena itu, strategu 

digitalisasi pemerintah harus selaras dengan prinsip keterbukaan informasi untuk menumbuhkan kepercayaan 

generasi muda. 

Sanksi Perpajakan 

Hasil penelitian dari tabel diagram sanksi perpajakan menunjukkan bahwa mayoritas responden Gen Z di 

dominasi dengan memilih kategori jawaban "Setuju" dan "Sangat Setuju". Sementara itu untuk kategori "Ragu-

Ragu" mulai menunjukkan kenaikan persentase hampir disetiap indikator soal dibandingkan dari tabel diagram 

pamahaman perpajakan di era digital. Lalu untuk kategori jawaban "Tidak Setuju" dan "Sangat Tidak Setuju" 

menunjukkan persentase yang kecil. Dalam penerimaan sanksi sebagai alat kepatuhan, tersapat dua indikator 
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soal yang dimana Gen Z secara luas mengakui bahwa fungsi sanksi sebagai pendorong kepatuhan. Pada 

indikator soal pertama sebanyak 88% responden (62% Setuju dan 26% Sangat Setuju) manyakini bahwa sanksi 

pajak dapat mendorong wajib pajak agar lebih taat pada kewajibannya. Keyakinan ini lalu dipekuat dengan 

sanksi tegas yang memiliki efek jera, dimana pada indikator soal ketiga sebanyak 88% responden (66% Setuju 

dan 22% Sangat Setuju) juga setuju bahwa sanksi perpajakan yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan mereka. 

Hal ini menunjukkan bahwa kedua indikator tersebut membuat Gen Z memahami sanksi bukan hanya sebagai 

hukuman, tetapi sebagai mekanisme yang penting untuk menciptakan kedisiplinan. 

Aspek yang paling menyakinkan dalam sanksi perpajakan yaitu dukungan mutlak untuk menjunjung tinggi 

prinsip legalitas. Terdapat dukungan 100% responden pada indikator soal kedua (66% Setuju dan 34% Sangat 

Setuju) terhadap pernyataan bahwa sanksi pajak harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal tersebut, 

dominasi Gen Z setuju bahwa sanksi harus ditegakkan berdasarkan landasan hukum yang jelas dan adil. 

 Meskipun secara umum pemahaman tentang sanksi pajak positif, tetapi terdapat sedikit celah yang perlu 

diperhatikan dalam pengetahuan spesifik. Pada indikator soal keempat terdapat 12% responden "Ragu-Ragu" 

bahwa mereka mengetahui bentuk sanksi administrasi dan pidana, sama seperti indikator soal pertama dan ketiga 

yang memiliki kategori jawaban "Ragu-Ragu" sebanyak 12%. Dari celah pengetahuan ini dapat terlihat lebih 

jelas pada indikator soal terakhir, yang dimana jika tidak mematuhi kewajiban perpajakan, maka akan menerima 

sanksi ini mencatat persentase "Ragu-Ragu" tertinggi sebanyak 16% di antara semua indikator soal lainnya. Hal 

ini dapat menyatakan bahwa meski Gen Z memahami keberadaan sanksi, namun masih ada keraguan atau 

ketidakpastian mengenai apakah ketidakpatuhan pasti akan berujung pada sanksi yang nyata dan spesifik. 

Peran Generasi Z Terhadap Perpajakan 

Secara umum, dari tebal diagram peran Gen Z terhadap pajak menunjukkan bahwa mayoritas responden Gen Z 

menjawab "Setuju" dan "Sangat Setuju". Sementara untuk kategori jawaban "Ragu-Ragu" terlihat pada semua 

indikator soal dengan persentase yang kecil, kecuali pada indikator soal keempat (18%). Lalu untuk kategori 

jawaban "Tidak Setuju" terlihat persentase tinggi pada indikator soal ke empat (14%) dan untuk jawaban "Sangat 

Tidak Setuju" menunjukkan persentase 0% di semua indikator soal. 

Dalam kesadaran akan peran dan tanggung jawab terdapat dua indikator soal yang menunjukkan modal awal 

yang kuat untuk keterlibatan mereka. Indikator soal pertama sebanyak 90% responden (60% setuju dan 30% 

Sangat Setuju) menyetujui bahwa mereka berperan penting dalam peningkatan kepatuhan pajak nasional, yang 

dimana adanya pengakuan terhadap tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Namun, pengakuan tersebut 

datang dengan syarat dari indikator soal kedua sebanyak 52% responden menjawab "Sangat Setuju" bahwa Gen 

Z akan lebih peduli tentang pajak jika menfaat pajak dapat terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi Gen Z sangat bergantung pada visibilitas dan relevansi pajak 

terhadap kehidupan sehari-hari mereka, bukan hanya pada kewajiban semata. 

Untuk strategi edukasi dan tantangan konsumtif terdapat dua indikator soal. Indikator soal ketiga menunjukkan 

sebanyak 96% responden (52% Setuju dan 44% Sangat Setuju) menyatakan bahwa media sosial daoat menjadi 

sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran pajak generasi muda. Selain itu pada indikator soal keempat, Gen 

Z menunjukkan kesadaran diri terhadap tantangan kepatuhan sebanyak 68% responden (52% Setuju dan 16% 

Sangat Setuju) mengakui bahwa Gen Z sulit membayar pajak karena gaya hidup yang konsumtif. Dari 

pengakuan ini menyiratkan bahwa hambatan kepatuhan bujan hanya berasal dari kurangnya edukasi pajak, tetapi 

juga dari tantangan manajemen keuangan pribadi yang dipengaruhi oleh budaya konsumsi. 

Menanggapi tantangan tersebut, Gen Z juga memberikan penduan tentang waktu yang tepat unruk inyervensi 

edukasi. Pada indikator soal terakhir sebanya 88% responden (60% Setuju dan 28% Sangat Setuju) sepakat 

bahwa Gen Z perlu memahami pajak sejak mulai bekerja. Dari pandangan ini menekankan bahwa pentingnya 

transisi edukasi dari lingkungan akademis ke konteks dunia kerja praktis. Oleh karena itu, edukasi perpajakan 

harus disatukan ke dalam program pelatihan pra-kerja onboarding di perusahaan atau dengan mengikuti kursus 

vokasi untuk memastikan pemahaman diterapkan sejak Gen Z mulai menghasilkan pendapatan. 
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4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi dari generasi Z, dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pajak di kalangan generasi Z masih tergolong cukup baik namun belum 

optimal. Beberapa faktor seperti pengetahuan tentang pajak, kesadaran mengenai pentingnya pajak, kemudahan 

dalam menggunakan sistem administrasi perpajakan digital seperti e-filing dan e-billing, serta pengaruh dari 

lingkungan sosial dan media, memengaruhi cara mereka memenuhi kewajiban perpajakan. Meski demikian, 

masih ada kendala, yaitu kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai fungsi dan manfaat pajak bagi 

pembangunan, sehingga membuat sebagian dari mereka belum memiliki motivasi kuat untuk memenuhi 

kewajiban perpajakan secara sukarela. Oleh karena itu, diperlukan upaya meningkatkan literasi pajak sejak usia 

dini, terutama melalui pendidikan formal dan kampanye digital yang kreatif, agar generasi Z bisa menjadi wajib 

pajak yang lebih sadar, bertanggung jawab, dan aktif berkontribusi dalam pembangunan negara. 
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